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DAERAH KABUPATEN BOALEMO 

BUPATI BOALEMO, 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah 

“Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Boalemo, maka perlu merubah Peraturan 

Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Peratiiran 

— Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang hak 

keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, 

bahwa dengan adanya perubahan jasa transportasi dan 

perumahan serta ketersediaan anggaran di Sekretariat DPRD: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Boalemo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Hak Keuangan dan 

IAdministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

——iDaerah Kabupaten Boalemo:   

ai mal D- 
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i “ Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 5 

: ) Ta Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara. Republik Indonesia ' 

ni Tahun 11999 Nomor 178, Tambahan Lembaran “Negara 
0. : . Republik Indonesia Nomor 3809), sebagaimana telah diubah Le 

| dengan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun: 2000 tentang — 

' Perubahan atas Undang-Undang Nomor -50 Tahun 1999 . 
ag Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara i 

i Dig Republik Indonesia Tahun 2000 . Nomor 7, (Tambahan ng 

5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963): 

2 Undang-Undang. Nomor 12 Tahun. 2011 tentang Pembentukan 5 Ha | 

5 - Peraturan. Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik : - 

1 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 0 0 an 

- Republik Indonesia Nomor 5234): | ana an - . : 

3. Undang-Undang ' 'Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 25 : 

Si @ 5 - i 0 . . #0 Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 'Daerah, dan 35 -. 
na ee D0 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 1 

| | | Indonesia Tahun 2014 Nomor. 1182, Tambahan. Lembaran “ ah 
1 2 | Negara Republik Indonesia Nomor 5568): baba aa 2 

ae 4 “Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan kana 

2. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun: 2014 na 

— Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia “3 : 

: .. Nomor 5587): sebagaimana telah diubah “beberapa kali terakhir La 

(dengan Undang-Undang Nomor 9 “Tahun 2015 tentang 5 

1 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Su 

naa | tentang Pemerintahan : Daerah (Lembaran Negara Republik 6 1g 

| 0 3 | ) i Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 9 

Republik Indonesia Nomor 5679). 

i -. 5. Peraturan Pemerintah . Nomor 109 Tahun 2000 tentang bs 

. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala u : 

“3 Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia: Tahun 2000 5 

Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 13 na 

|. Nomor 4028), 
“6. Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2017 tentang Hak Ba a 

25 Keuangan dan Administratif. Pimpinan dan Anggota Dewan Hg - 

: - Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran | Negara Republik 

Indonesia Tahun. 2017 Nomor. 106, “Tambahan Lembaran jne 

- Negara Republik Indonesia Nomor 6057): Ag 

7. Peraturan Pemerintah .Nomor 12 Tahun 2019 tentang Ba 

n Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Negara Republik aga 

Indonesia Tahun . Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara ' 

Republik Indonesia Nomor r 6322): Ma . Be Pe aU | i



  

. Menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 

| tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana ) 

— telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua 

. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 - 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 2 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): ) : 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum. Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana . i 

| telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 0 

10. 

ai Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan: : 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

“Tahun 2018 Nomor 157) . 
Peraturan Menteri Dalam Negeri . Nomor. 62 Tahun 2017 hn 

tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta 

5 pelaksanaan : dan pertanggungjawaban - dana operasional 

“Ml. 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067 ): 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 3), 

: 6 MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO NOMOR 

4. TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

— DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2017 
2. TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN Sa 

” DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOALEMO 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 4 Tahun 2019 tentang | 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

| Daerah Kabupaten Boalemo Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor . 

: 7 45), diubah sebagai berikut : | )



PS 

'- « 

1. Ketentuan Pasal 15 Huruf fa) Ta sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : na 5 i 

Pasal 18 

Anggota DPRD diberikan tunjangan Rumah Negara, masing-masing : 

nh Sebesar Rp 11.490. 000,- ( Sebelas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) : 

| . perbulan dipotong ! PPh pasal 21, 

“2 Ketentuan Pasal 17 Ayat 2 diuban, Tn 17 berbunyi sebagai berikut: 

| | Pasal 17. | ) 

1 ( ). Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sesuai. standar berdasarkan . 

Ta Ia ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulannya. sha | ) 

. “2. Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ta) sebesar "3 : 

0 8 : 110. 440. 000, (Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) perbulan | 

2“. . dipotong pph 21: 1 2 ! ) 

Pasal! n Han 

- Peraturan Bupati i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut 

i sejak tanggal 2 September Tahun: 2019. | | 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

| ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Boalemo. 
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. Pada tanggal LO SEPTEMBER. 2019      
' Diundangkan di Tilamuta 

5 Pada tanggal A0 SEPTEMBER ) 2019 

" SEKRET! RIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO 

1 e 

Nip. 1965074 5 198801 1 002. 
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